PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

K.
n

SEKRETARIAT DAERAH Lo Maret U

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

NOTA-DINAS
Yth. . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari :  PIlt. Kepala Bagian Hukum Setda 1
Tembusan . PIlt. Asisten Pemerintahan dan Kesta pf ’
Tanggal © (o Maref 202¢
Nomor . 180/ 191
Sifat . Segera
Lampiran L
Hal . Pengundangan Peraturan Bupati Demak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan
Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam
Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon
tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendargih Iriani, SH.MH ‘
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak Kode Pos 59511,
Telepon (0291) 685123, Faksimile (0291) 6905623,
Laman dinputaru.demakkab.go.id, Pos-el dinputaru@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada . Yth. BUPATI DEMAK
Melalui . 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Plt.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda
Kab.Demak é *
3. Pit. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak.

4. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;

Dari . PIlt. Kepala Dinputaru Kabupaten Demak

Nomor Yo [T

Tanggal : Y- Februari 2025

Perihal . Permohonan Tanda Tangan Peraturan Bupati tentang Pembebasan

Retribusi  Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah

Dalam rangka melaksanakan SKB Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Menteri PUPR dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849
Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program
Pembangunan Tiga Juta Rumah, maka perlu Peraturan Bupati tentang
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.

Sehubungan hal tersebut terlampir kami sediakan dengan hormat
konsep Peraturan Bupati dimaksud yang telah mendapatkan kajian dari
Bagian Hukum Setda. Mohon berkenan Ibu Bupati untuk
menandatanganinya.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenannya kami

sampaikan terima kasih.

2l



EDIT HASIL REVISI MAS WAHYU ,
12-02-2025

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI

Menimbang

Mengingat

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan
Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta
Rumah, perlu dilakukan pengaturan terkait pembebasan
retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dalam mendukung percepatan
pelaksanaan program tiga juta rumabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



-

»\

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

6. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program
Pembangunan Tiga Juta Rumah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH.



BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ig dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupa{ey Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Demak.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan Kkesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan  barang, jasa,
dan/atau perizinan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemeri/nta.b/‘
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada ora»—
atau Badan yang dimaksudkan -
pengaturan, pengendalian ds~
pemanfaatan ruang, serte
barang, prasarana, saran
melindungi kepentingan u
lingkungan.

w




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Prasarana Bangunan Gedung adalah bangunan yang
mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana
bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi
bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan
reklame (billboard), bangunan jembatan penghubung, tugu
atau monumen, gapura/gerbang, patung, shelter, dan lain-
lain.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan
PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya, serta
aset bagi pemiliknya.

Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk
memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.

Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas
prakarsa dan upaya masyarakat.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.
b.

(1)

pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
kriteria MBR.

BAB III
PEMBEBASAN PBG BAGI MBR

Pasal 3

Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan
terhadap Retribusi PBG.



(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan
penetapan oleh Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

BAB IV
KRITERIA MBR

Pasal 4

Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan
masyarakat yang termasuk MBR.
Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada besaran penghasilan.
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan:
a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin;
atau
b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan
seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,
upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh
pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah,
dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah
dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang
bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar
biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk
pemberian kemudahan  perolehan atau  bantuan
pembangunan Rumah.

Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak
huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari
angsuran pembiayaan  perolehan rumah umum
menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau

b. marjin komersial dan tenor tertentu.



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

Kemampuan membayar biaya pembangunan atau

perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung dari:

a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan
Rumah Swadaya; dan/atau

b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau
perbaikan Rumah Swadaya.

Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan

rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau

b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung
sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan:

a. harga jual pemilikan rumah umum,;

b. biaya perbaikan rumah swadaya; atau

c. biaya pembangunan rumah swadaya.

Harga jual rumah umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a. harga jual rumah tunggal;

b. harga jual satuan rumah deret; dan

c. harga jual satuan rumah susun.

Harga jual pemilikan rumah umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak
pertambahan nilai.

Harga jual rumah umum dan biaya pembangunan rumah
swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai rumah
umum dan rumah swadaya.

Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan
biaya pembangunan rumah swadaya.

Pasal 7

Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR,
masyarakat yang memenuhi persyaratan  harus
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berkewarganegaraan Indonesia; dan

b. memenuhi kriteria MBR.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pembangunan atau perolehan Rumah, pemohon juga
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.




EDIT HASIL KAJIAN VIVI
20-01-2025

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI

Menimbang

Mengingat

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung;

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan
Percepatan Pela la}‘ngan Pro ran‘lh F"_e"r‘rebﬁrrl nan ‘Tiga Juta
Rumah, perlu

pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga
juta rumabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Jn%



»)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

6. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor O03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program
Pembangunan Tiga Juta Rumabh;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEMAK TENTANG PEMBEBASAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.




BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

s

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Demak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Demak.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Vyrusan emerintahan yang menjadi kewenangan
merintah Daerah Kabupaten Demak.

retribusi daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kepald PerangRat Daerah agalah Kepala Rerangkat Daeral
ang Memabidangi Pejak Daekah #8n Retribusi Daerah

= -

Kepala Badan Pepdapatan~Pserah yarmg sklanjuthya
djéebut Kepatd BPKRAD adalah KdpalgrBadan Pérmrdapatan
Daerah Kabupaten Démak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barar o
/atau perizinan.




12,

13.

14.

15.

16.

1¥.

18.

19.

20.

21.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribusi tertentu.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosjal, budaya, maupun kegiatan khusus.
Prasarana gangunan dung adalah bangunan yang
mempunyai fungsi utama sebagai utilitas atau prasarana
bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi
bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan
reklame (billboard), bangunan jembatan penghubung, tugu
atau monumen, gapura/gerbang, patung, shelter, dan
lain-lain.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disebut Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan
persetujuen—bangunemgedung dan sertifikat laik fungsi
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya, serta
aset bagi pemiliknya.

Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk
memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.

Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas
prakarsa dan upaya masyarakat.
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BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Bessek ini adalah:

a.

b.

pembebasan Retribusi PBG bagi Mesyarakat M K -
BerpeaghasitammRendeah; dan
kriteria Mesyaralkat-Berperghasitarr Rendeh.

MEIL |

BAB III
PEMBEBASAN PBG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASHAN
RENDAH MBI
Pasal 3

(1)

(2)

(3)

(3)

()

Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan
terhadap Retribusi persetujaan-bengunan-gedung. f86.
Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan
penetapan oleh Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi

BersetujuanBangurmamr Geduns:

Mo BAB IV
KRITERIA MASYARAKATBERPENCHASILAN RENDAH-

Pasal 4
MBIL
Kriteria Masyarakat—Berpenghasilan Rendakh merupakan

indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk

MBR. MBI
Kriteria Masyarakat-Berpeaghasilan Rended sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran

penghasilan.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan:

a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin;
atau

b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.

Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan

seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,

upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

1§21

Penghasilan orang perseorangan yang kawin seha~—t—"""""

dimaksud pada ayat (3) huruf b
pendapatan bersih yang bersumb
dan/atau hasil usaha gabungan suar




MBI

(6) Dalam hal kriteria Masyarakat-Rerpenghasitanr—Rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme
tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan
hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.

(7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang
bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar
biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.

(2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk
pemberian kemudahan  perolehan atau bantuan
pembangunan Rumabh.

(3) Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak
huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari
angsuran pembiayaan perolehan rumah umum
menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
b. marjin komersial dan tenor tertentu.

(4) Kemampuan membayar biaya pembangunan atau
perbaikan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dari:

a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan
Rumah Swadaya; dan/atau

b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau
perbaikan Rumah Swadaya.

(5) Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan
rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

(1) Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung
sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan:

a. harga jual pemilikan rumah umunr

b. biaya perbaikan rumah swadaya, ¢

c. biaya pembangunan rumah swada
(2) Harga jual rumah umum sebagaim

ayat (1) huruf a meliputi:

a. harga jual rumah tunggal;

b. harga jual satuan rumah deret; de¢




(3)

(4)

(S)

(3)

c. harga jual satuan rumah susun.

Harga jual pemilikan rumah umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak
pertambahan nilai.

Harga jual rumah umum dan biaya pembangunan rumah
swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf ¢ dihitung berdasarkan batasan luas lantai rumah
umum dan rumah swadaya.

Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan
biaya pembangunan rumah swadaya.

Pasal 7

Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR,
masyarakat yang memenuhi persyaratan  harus
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berkewarganegaraan Indonesia; dan

b. memenuhi  kriteria Wm
Rendeh. M

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pembangunan atau perolehan Rumah) pemohon juga
harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

M
Besaran penghasilan mas;?a';lalat-beﬂaengimﬁtméah
di Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta
rupiah);

b. kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta
rupiah); dan

c. kategori satu orang untuk peserta tabungan
perumahan rakyat sebesar Rp8.000.000 (delapan juta
rupiah).

Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah

di Daerah ditetapkan sebagai berikut:

ori tidak kawin sebesar Rp7.500.0
lima ratusibu rupiah);

b. kategori kawin S
rupiah); dan

c. kategori sa orang untuk pe

n rakyat sebesar Rp10.000.000

ujuh juta

7000.000 (sepuluh juta

tabungan




Q;) Luas lantai paling luas 36 m?2 untuk pemilikan rumah
umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling
luas 48 m?2 untuk pembangunan rumah swadaya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bupati ini mulz berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di Demak

pada tanggal
NO JABATAN PARAF BUPATI DEMAK,
1
2 | Plt. ASISTEN I
3 | Plt. KABAG HUKUM
4 | Plt. KA BPKPAD EISTPTANAH

Diundangkan di Demak

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR
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BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR....TAHUN 2024 Wy ,.

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA\BUPATI DEMAK ,

berdu sourhon
Menimbang : a. bahwa pntuk—melaksanakamn ketentuan Pasal 101 Undang-
Unwomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemgrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal
102 ayat (2) Peraturan Pepderigtah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak /D dan Retribusi Daerah, perlu
memberikan insentif berupa pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum
dan Menteri Dalam Negeri-Nomor 03. HK/KPTS/Mn/2024 Nomor

4 ¥ jone 8 , , perlu
menetapkan raturan Uedeidla Hergenai pembebasan
retribusi PBGldalam mendukung percepatan pelaksanaan program
tiga juta rumah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagﬁmana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan fgeraturan Bupati Bermak
tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR). ; —_—

Mengingat : 1—Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar—Negara—Republik—
JdndonesiaFahun4945——

2. Undang-Undang Nomor
Pembentukan Peraturan P

Lembaran Negara
sebagaimana telah b
Undang-Undang No

Indonesia Nomor 5234)
ali diubah terakhir dengan
13 Tahun 2022 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undan§ Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Gndang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesja Talyn 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indohesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

_& Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

1-  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

A . Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 6322);

/Z. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

S Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tgntang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahya”2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara lik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tqhun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita|Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menterj
Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukapXProduk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Jahyn 2019 Nomor
157);Peraturan Menteri Pekerjaan Um
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahyn 2021 teRfang Kriteria
Masyarakat Berpenghasilan Rend dan Persyaratan
Kemudahan Pembangunan dan Pgrolehan Rumah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

O\ Keputusan Menteri Pekerjaan Umdm dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/KPTS/M/2023,;
’ Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan

. Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang

o\




Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan
Tiga Juta Rumah;
. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023
9( . tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPRATT BEMAK TENTANG PEMBEBASAN

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB |
KETENTUAN M\d
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati De)(ak ini, yang dimaksud dengan :

1.
2

10.

Daerah adalah Kabupaten Demak \
Pemerintah Daerah adalah h sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menj Qi ke engngan daerah otonom.

g8 %Srati-adalah Bupati Demak
aerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
RakyatDaerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah
Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

oluey
Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya djsmgke‘i Kepala BPKPAD
adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan /atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
retribusi tertentu.

13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau
di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

15. Prasarana bangunan gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama
sebagai utilitas atau prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang
meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard),
bangunan jembatan penghubung, tugu atau monumen, gapura/gerbang, patung,
shelter, dan lain-lain.

16. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan
yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan
standar teknis Bangunan Gedung. W—\\N\v T b’ \)35

17. Retribusi@ersetujuan ngunan @dung"a alah pungutan atas penerbitan pe\'setujuan
bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB II -
RUANG LINGKUP {;V(S

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Demak ini adalah:
a.f Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan

b. é(riteria MBR. halel
BAB llI
PEMBEBASAN PBG BAGI MBR \th J’

(1)

)

(4)

©)

(6)

Pasal 3
Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhad tribusi

persetujuan bangunan gedung. .
Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan peneta aﬁ’Bu ti atau
permohonan Wajib Retribusi.

Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV :
KRITERIA MBR SN\(V D)
Pasal 4

Kriteria MBR, merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang
termasuk MB

Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran
penghaéﬁi_rf

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan:

a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau

b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.

Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber
dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,
upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.

Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pembangunan atau perolehan‘f\’Umah dengan mekanisme tabungan perumahan
rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.

Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan
seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha
sendiri.



(1)

(2)

)

(4)

(1)

(2)

©)
(4)

©)

Pasal 5 I’{ Mr) [}

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung

berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan
T Rumah layak huni.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau
bantuan pembangunan Rumah.

Kemampuan membayar biaya perolehan fRumah layak huni sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan,Rumah
Umum menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:

a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya;

dan/atau

b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah

Swadaya. —

Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah &wadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan: T
a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6‘\7 "\’V"‘

Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dlhltung sesuai Jenls/Rumah yang diperoleh berdasarkan:
a. harga jual pemlllkanRumarinmum
b. biaya perbaikanRumah’Swadaya; atau \/
c. biaya pemban nan/RumaIySwadaya
Harga JuaLRumah um sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. harga JuaI,R’TJmah tunggal; /
b. harga jual satuanﬁumah deret; dan
c. harga jual satuan RUmah susun.
Harga jual pemhkarf,’Rumah«Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa
memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
Harga jual Rumah Vumum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢ dihitung berdasarkan
batasan luas lantj%‘R'um )d’mum dalyRumah[éwadaya
Biaya perbaikan Rumah BSwadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan(liumah,Swadaya.

£



Pasal 7 H(\-/‘(‘"(

(1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau
perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
b. memenuhi kriteria MBR.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan
kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon
juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Mmp Pasal8 ,\7“’7\4

(1) Besaran penghasilan masyarakat—berpenghasitan—rendah—=Afayatr—Jaws; e Dgeve)
Sumatera Kalimantan, Sulawesi, Kepulauah‘Bangka‘Be‘lﬁung—KepUIauan Riau,  4dehwlbe
Maluku,Malukt—Utara, Bali, Nusa Ienggara Timur, sa Tenggara Barat, —

~ Wﬂﬁ»—mﬂ%@@%&k kategori idak kawin sebesar 6 quw:
Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)} kategoriKawin sebesar Rp8.000.000 (delapan '

juta rupiah)}da kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000

(delapan juta rupiah). MILr—
(2) Besaran penghasnan masyatakat——befpenghaeﬂan-—Feﬁdah \M% e poersS
e cyvavie = cyviero "Ol UTlJa aptd dfkf*"‘ﬁ-
<Batat—9ayaj i T i K Kategori *qdak kawin seho ‘%u

sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); (’kategorl Rawin sebesar
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah),dan t'kategorl satu orang untuk peserta
Tapera sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(3) Luas lantai paling luas 36 m? untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah

susun, dan luas lantai paling luas 48 m? untuk pembangunan rumah swadaya.

A
KETENTUAN:-LAIN-EAN

Pasal 9
Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada peraturan
Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

NO JABATAN PARAF | TANGGAL
1 SEKDA

2 ASISTEN I

3 KABAG HUKUM

4 Plt. KA. DINPUTARU

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

deH—EIST'ANAH —SE—



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Sekretariat Daerah

JIn Kyai Singkil No.7 Demak Telpon (0291) 685877

LEMBAR DISPOSISI No. Agenda

Surat dari : Dinas Pekeriaan Umum Dan Penataan Ruang 955
Alamat : KABUPATEN DEMAK Tgl Terima : 27 December 202¢
Nomor « 180/965.1 Kode = 180
Tanggal - 20 December 2024 Sifat + Segera
Berkas * HUKUM Lampiran * - berkas
Perihal . PERMOHONAN KAJIAN PERBUP TTG PEMBEBASAN RETRIBUSI Tindak Lanjut

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT

BERPENGHASILAN RENDAH Non Balas

Informasi

PERMOHONAN KAJIAN PERBUP TTG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Diteruskan Kepada :

Fer YU an

A

Dengan hormat mohon :

g{ifienghadap Saya
Tindaklanjuti / Selesaikan

[ Koordinasikan / Konsultasikan

[ Layani Sesuai Prosedur

Catatan Disposisi:

Tgl Penyelesaian : 1?“ / }/Zd’lﬁ{

Plt. KEPALA BAGIAN

NIP. 19700708 199503 2 003

M SETDA KABUPATEN DEMAK

Sekretaris :

Ka. Bidang :




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kyai Jebat No. 35 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685123 Faksimile (0291) 6905623
Laman : dinputaru.demakkab.go.id Pos-el : dinputaru.demak@gmail.com

Demak, 20 Desember 2024

Nomor  : 180/ 965.1
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Permohonan Kajian Hukum

Yith. Pit. Kepaia Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak
di

Demak

Dalam Rangka Menindakianjuti Diktum Keempat Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-4849 Tahun 2024 yang
menginstruksikan agar Bupati/Wali Kota dan Penjabat Bupati/Wali Kota menetapkan
Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR,
bersama ini kami kirimkan rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Pembebasan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah berikut
sesuai format iampiran surat Kemenirian Daiam Negeri Nomor 600.10/6380/SJ
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, selanjutnya mohon berkenan untuk melakukan
kajian hukum terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dimaksud. Atas bantuan dan kerja

samanya kami sampaikan terima kasin.




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kyai Jebat Nomor 35 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685123 Faximile (0291) 6905623
Web : http://www.dinputaru.demakkab.go.id Email : dinputaru@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. BUPATI DEMAK
Melalui . 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten
Demak;
3. PIt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak.

Dari : PIt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Demak

Nomor : 180/964

Tanggal : 20 Desember 2024

Perihal : Permohonan Kajian Hukum Peraturan Bupati tentang Pembebasan

Retribusi  Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Demak Tahun 2024

A. Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan
Pelaksanan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Bangunan Gedung.

3. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam
Negeri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program
Pembangunan Tiga Juta Rumah.

B. Hasil Tinjauan :
1. Berdasarkan Peraturan Keputusan Bersama Tiga Menteri
menetapkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang
selanjutnya disingkat MBR perlu mendapat dukungan pemerintah

untuk memperoleh rumah.



. Menteri Pekerjaan Umum memberikan dukungan Infrastruktur
bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan dalam mendukung pelaksanaan
Program Tiga Juta Rumah.

. Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Kepala Daerah
untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai

Penghapusan Retribusi PBG.

Rencana Tindak Lanijut :

Perlu dibuat Peraturan Bupati Demak tentang Pembebasan

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah untuk mendukung pelaksanaan program

Pembangunan Tiga Juta Rumah di Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya

diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 November 2024

Nomor :600.10/6380/SJ Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia
Sifat : Sangat Segera 2. Bupati/Wali Kota Seluruh
Lampiran : 2 Berkas Indonesia
Hal : Penyampaian Format Peraturan Kepala di -

Daerah Mengenai Penghapusan BPHTB dan Tempat

Retribusi PBG

Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut
Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024,
600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan
Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-4849 Tahun 2024
menginstruksikan agar Gubernur, Penjabat Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Penjabat
Rupati/Wali Kota antara lain menetapkan:

‘ Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung program Pembangunan Tiga Juta
Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

b) Peraturgn Kep a Daerah mengenai Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung\ (PBG) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah
bagi MB

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk percepatan penyusunan peraturan
kepala daerah tersebut pada angka 1 huruf a dan huruf b, disampaikan contoh format
peraturan kepala daerah untuk dijadikan pedoman sebagaimana tercantum pada
Lampiran | dan Lampiran Il surat ini.

3. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Wali Kota agar melakukan penyusunan
dan penetapan peraturan kepala daerah dimaksud dan segera menyampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling
lambat pada tanggal 27 Desember 2024.

4. Dalam rangka efektivitas dukungan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah
dimaksud, diminta kesediaan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah
sebagaimana diamanatkan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memfasilitasi percepatan penetapan
peraturan kepala daerah dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n.Menteri Dalam Negeri
Plt. Sekretaris Jenderal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt.Sekretaris Jenderal

&= % Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN
MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  03.HK/KPTS/Mn/2024

NOMOR 3015/KPTS/M/2024
NOMOR 600.10-4849 TAHUN 2024

TENTANG

DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Menimbang

Mengingat

TIGA JUTA RUMAH

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
MENTERI PEKERJAAN UMUM, DAN
MENTERI DALAM NEGERI,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih
yang tercantum dalam Asta Cita, Program Prioritas dan
Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia untuk melanjutkan pengembangan
infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi
rakyat yang membutuhkan, perlu dilaksanakan program tiga
juta rumah bagi masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai target program sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi antara
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri
untuk menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan, Pembebasan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung, serta Percepatan Penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung Dalam Rangka Mendukung Program Tiga
Juta Rumabh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri tentang
Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan
Tiga Juta Rumah;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

B 3§

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
388);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

LA

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai
Rumah Umum dan Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI
DALAM NEGERI TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH.

Menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Pembebasan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), serta Percepatan Penerbitan PBG
Dalam rangka Mendukung Percepatan Pelaksanaan Program
Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat
MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli
sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk
memperoleh rumah. Kriteria MBR didasarkan pada besaran
penghasilan per bulan, sebagai berikut:

a. Besaran penghasilan MBR di wilayah Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan
Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, penghasilan perbulan paling banyak untuk
kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah),
kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan
kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan
Rakyat (Tapera) sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
dan

b. Besaran penghasilan MBR di wilayah Papua, Papua Barat,
Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua
Barat Daya, penghasilan per bulan paling banyak untuk
kategori tidak kawin sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima
ratus ribu rupiah), kategori kawin sebesar Rp10.000.000
(sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta
Tapera sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Menteri Pekerjaan Umum memberikan dukungan Infrastruktur
bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan Program
Tiga Juta Rumah.

Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur,
Penjabat = Gubernur, Bupati/Wali kota dan  Penjabat
Bupati/Penjabat Wali kota untuk:

a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah:

1) mengenai Penghapusan BPHTB Dalam Mendukung Tiga

Juta Rumah Bagi MBR; dan

2) mengenai Penghapusan Retribusi PBG dalam mendukung
pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR.
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. mempercepat proses pelayanan Penerbitan PBG untuk

pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

. mensosialisasikan  Penghapusan BPHTB, Penghapusan

Retribusi PBG, dan Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan
PBG sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada
masyarakat; dan

. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal

sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf ¢
secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KELIMA Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2024
MENTERI PERUMAHAN MENTERI MENTERI DALAM NEGERI,

DAN KAWASAN
PERMUKIMAN e

MARUARAR SIRAIT

Tembusan Yth:

Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;

Jaksa Agung Republik Indonesia;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia;
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Republik Indonesia;

LG L0 R

PEKERJAAN UMUM,

DODY HANGGODO MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
8. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
9. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

10. Menteri Hukum;

11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
12. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

13. Sekretaris Kabinet;

14. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

15. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

16. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia;
17. Gubernur Seluruh Indonesia;

18. Penjabat Gubernur Seluruh Indonesia;

19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;

20. Bupati dan Wali kota Seluruh Indonesia,;

21. Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota Seluruh Indonesia; dan

22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.



Lampiran Il Surat Mendagri
Nomor  :600.10/6380/SJ
Tanggal : 28 November 2024

BUPATI/WALIKOTA ....
PROVINSI....

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA....
NOMOR....TAHUN .....

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI

Menimbang

Mengingat

P

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ...,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal
berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi
PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta
rumah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati/Wali Kota .......
tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR).

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Daerah
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kiriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan
dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 44);

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/KPTS/M/2023;

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor
600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan
Program Pembangunan Tiga Juta Rumabh;

13. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah ... Tahun
2024 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALI KOTA .. TENTANG PEMBEBASAN

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Wali Kota ... ini, yang dimaksud dengan :

.

w

Daerah adalah .........

Pemerintah Daerah adalah ......... sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati/Wali Kota ..........

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota .....

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat
daerah yang bertugas membantu Bupati/Wali Kota dalam pengelolaan pajak daerah dan
retribusi daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah
Kepala Badan Pendapatan Daerah .........

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan barang, jasa, dan /atau perizinan.

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
retribusi tertentu.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian
izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Prasarana bangunan gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai
utilitas atau prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang meliputi bangunan
menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard), bangunan jembatan
penghubung, tugu atau monumen, gapura/gerbang, patung, shelter, dan lain-lain.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang
diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar
teknis Bangunan Gedung.

Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan
bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati/Wali Kota ... ini adalah:

a. Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
b. Kriteria MBR.

BAB I
PEMBEBASAN PBG BAGI MBR

Pasal 3

(1) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi
persetujuan bangunan gedung.

(2) Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati/Wali
Kota atau permohonan Wajib Retribusi.

(3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV
KRITERIA MBR
Pasal 4
(1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang
termasuk MBR.
(2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran
penghasilan.
(3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan:

a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.

(4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber
dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

(5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,
upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.

(6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan
rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.

(7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan
seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha
sendiri.
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Pasal 5
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung
berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan
Rumah layak huni.
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau
bantuan pembangunan Rumah.
Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah
Umum menggunakan:
a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
b. marjin komersial dan tenor tertentu.
Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya;
dan/atau
b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah
Swadaya.
Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6
Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
a. harga jual pemilikan Rumah Umum;
b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
c. biaya pembangunan Rumah Swadaya.
Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. harga jual Rumah tunggal;
b. harga jual satuan Rumah deret; dan
c. harga jual satuan Rumah susun.
Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa
memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢ dihitung berdasarkan
batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.



Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau
perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
b. memenuhi kriteria MBR.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan
kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon
juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau,
Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,
Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar
Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan
juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000
(delapan juta rupiah).

(2) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Papua,
Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua
Barat Daya, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin
sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta
Tapera sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(3) Luas lantai paling luas 36 m? untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah
susun, dan luas lantai paling luas 48 m? untuk pembangunan rumah swadaya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9
Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada peraturan
BupatilMal-Hkete-mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
v



Pasal 10
Peraturan Bupati/Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ....

Ditetapkan di ........
pada tanggal .......

BUPATI/WALI KOTA ...,

Diundangkan di ........
pada tanggal .......

SEKRETARIS DAERAH ...... y



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR....TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Menimbang

Mengingat

o

e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA BUPATI DEMAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal
102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
memberikan insentif fiscal berupa pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan
retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program
tiga juta rumanh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Demak
tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan



10.

11.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan
Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/KPTS/M/2023;

Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang



Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan
Tiga Juta Rumah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEMBEBASAN

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB |
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Demak ini, yang dimaksud dengan :

-—

w

10.

Daerah adalah Kabupaten Demak

Pemerintan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Demak

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah
Perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPAD
adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan /atau perizinan.

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
retribusi tertentu.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau
di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Prasarana bangunan gedung adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama
sebagai utilitas atau prasarana bangunan gedung atau bangunan mandiri yang
meliputi bangunan menara/tower telekomunikasi, bangunan reklame (billboard),
bangunan jembatan penghubung, tugu atau monumen, gapura/gerbang, patung,
shelter, dan lain-lain.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan
yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan
standar teknis Bangunan Gedung.

Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan
bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati Demak ini adalah:

a. Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
b. Kriteria MBR.

(1)
(2)
)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BAB Il
PEMBEBASAN PBG BAGI MBR

Pasal 3
Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi

persetujuan bangunan gedung.

Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau
permohonan Wajib Retribusi.

Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB IV
KRITERIA MBR

Pasal 4
Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang

termasuk MBR.

Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran
penghasilan.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan:

a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau

b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.

Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber
dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,
upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.

Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan
rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.

Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan
seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha
sendiri.
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Pasal 5

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung
berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan
Rumah layak huni.
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau
bantuan pembangunan Rumah.

Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah
Umum menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak huni
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:

a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya;

dan/atau

b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah

Swadaya.

Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6
Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
a. harga jual pemilikan Rumah Umum;
b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
c. biaya pembangunan Rumah Swadaya.
Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. harga jual Rumah tunggal;
b. harga jual satuan Rumah deret; dan
c. harga jual satuan Rumah susun.
Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa
memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢ dihitung berdasarkan
batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb
paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.



Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau
perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
b. memenubhi kriteria MBR.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan
kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon
juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Jawa,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau,
Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,
Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin sebesar
Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan
juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000
(delapan juta rupiah).

(2) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Papua,
Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua
Barat Daya, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak kawin
sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar
Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta
Tapera sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(3) Luas lantai paling luas 36 m? untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah
susun, dan luas lantai paling luas 48 m? untuk pembangunan rumah swadaya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9
Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG mengacu kepada peraturan
Bupati mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Ditetapkan di : Demak

pada tanggal
NO JABATAN PARAF | TANGGAL BUPATI DEMAK,
1 SEKDA
2 ASISTEN Il
3 KABAG HUKUM . )
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